BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPA Piyungan
sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul
sudah berjalan namun belum berjalan secara maksimal sesuai Undang-
Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan TPA Piyungan yang sudah berjalan adalah
pengumpulan dan pengolahan sampah. Sedangkan pengelolaan TPA
Piyungan yang belum berjalan secara maksimal adalah pengurangan,
pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan
sampah yang berupa pembatasan timbulan sampah belum terlaksana karena
kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Bantul dalam mengupayakan pengurangan sampah. Pemilahan
sampah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul juga
sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena pada skala rumah tangga
belum dilakukan pemilahan sampah. Selain itu, pengangkutan sampah juga
belum dilakukan dengan kendaraan pengangkutan sampah yang sesuai
standar. Kendaraan pengangkutan sampah belum difasilitasi sekat pemisah

untuk memisahkan sampah sesuai jenis dan sifatnya. Pemrosesan akhir
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sampah pada TPA Piyungan juga dilakukan dengan metode open dumping

yang pada prakteknya telah dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan pengelolaan TPA

Piyungan belum terlaksana secara optimal, yaitu antara lain:

1. Kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah.

2. Keterbatasan lahan yang digunakan untuk melakukan pemrosesan akhir
sampah pada TPA Piyungan.

3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai pengelolaan TPA Piyungan.

4. Belum tersedianya fasilitias yang berguna untuk memisahkan sampah
sesuai dengan jenis dan sifat sampah pada kendaraan pengangkutan
sampah.

5. Kurangnya kerjasama antara lembaga - lembaga terkait pengelolaan

TPA Piyungan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang berguna untuk
memaksimalkan pengelolaan TPA Piyungan sebagai upaya pengendalian
pencemaran lingkungan hidup, yakni antara lain:

1. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi tegas terhadap para warga

yang belum melakukan pengurangan dan pemilahan sampah.
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Pemerintah Provinsi DIY perlu membentuk peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan TPA
Piyungan.

DLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul perlu
menyediakan fasilitas untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenis
dan sifat sampah pada kendaraan pengangkut sampah sehingga sampah
yang telah dipilah tidak tercampur menjadi satu lagi.

Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY perlu lebih meningkatkan
metode pemrosesan akhir sampah dari open dumping ke sanitary landfill
sehingga permasalahan permasalahan keterbatasan lahan pada TPA
Piyungan dapat diatasi.

DLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul perlu
meningkatkan kerja sama dengan Balai Pengelolaan Sampah DLHK

DI1Y dalam pengelolaan sampah pada TPA Piyungan.
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